
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

PIRATURAN DAFRAI I KOTA MOJOKERTO 
NOMOR 6 TAHUN 2003 

TENTANG 

I1RUI3AHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TA! IUN ANGGARAN 2003 

DFNGAN RAHWIAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MOJOKERTO 

Menirnbang 	a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah Kota Mojokerto Not -nor 32 Tahun 2002 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003, maka perlu 
dilakukan Perubahan Anggaran Daerah; 

h. hahwa Peruhahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud 
pada huruf a, perlu ditetapkan dcngan Pcraturan Dacrah. 

Mcngin.gat 	1. Undang-undang Nonior 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 
Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ JawaTengahl Jawa 
Barat, 

Undang-undang Nornor 12 Tahun 1985 tenfang Pajak Burni dan Bangunan 
(1.cmbaran Negara Tahun 1985 Nornor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor3312) 

3. tJndang•indang Nomor 12 Tahun 1994 tcntang !'eruhahan atas Undang-
undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Burrii dan Bangunan 
(1.emharan Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara....... 

rnor 2569). 

4 ( Indang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Rctnhusi 1)aerah (Lembaran Ncgara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan 
I eniharan Negara Nornor 3685) 

Indang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas 
I.anah (Ian Rangunan (I,cmbaran Negara Tahun 1997 Nornor .  44, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688), 
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6. tindang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
(I.cmharan Negara Tahun 1999 Nornor 60, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3839); 

7. Undang-undang Nornor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38' 8), 

8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang l3ersih dan E3ehas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran N'egara 
Nomor 3851); 

. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah 
dan I3angunan ( Lenibaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3988); 

1() tindang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4048); 

ii Ikraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas 
WiIaah Kotamadva Daerah Tingkat 11 Mojokerto (Lembaran Negara 
1 ahun 1982 Nornor 74, Tambahan Lembaran Negara Nonior 3242): 

1craturan 	letncri ntah 	Nonor 104 Tahun 2000 tentang Dana, 
}'erimhant.an (I .embaran Negara Tahun 2000 Nonior 201, Tambahan 

cmharan Neeaa Nomor 4021 )-. 

I ' 	l'craturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan 
dan Pen1anggungawaban 	Keuangan 	[)aerah (Lembaran Negara 
I ahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 4022); 

1.4 	1craturan Perneriritah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah 
I I tmharan Nezara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara 

ornor 4024L 

15. 	Peraturan Iemerintah Nornor 108 'I'ahun 2000 tentang Tata Cra 
Perianggung jawahan Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 209, Tamhahan Lembaran Negara Nomor 4027); 

I' 	Ieraturan Pernerintah Nornor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Kcuangan Kepala [)aerah dan Wakil Kepala Dacrah (Lembaran Negara 
lahun 2000 Nornor 210, Tambahan Lenibaran Negara Nomor 402,8); 

17, Peraturan Pcmerint.ah Nomor 110 Tahuu 2000 tentang Kedudukan 
Kcuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 211, Tambahan Lcmbaran Negara Nornor 4029); 
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18 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
•( I embaran Negara Tahun 2001 Nomor 11 8, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4138). 

• 	 19. Peraturan Penerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tanibahan Lembaran Negara 
Nomor 4139); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun :001 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2001 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4165); 

21. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

22. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah; 

23. Praturan Menteri dalam Negeri Nornor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-
contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

.1 	I'eraturan Menteri Dalam Negeri Nom or 8 Tahun 1978 tentang 
l'encnmaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah: 

2 	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang 
Pengurusan Pendapatan Dacrah Hasil Pajak Bunil dan Bangunan; 

I'raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan [3elanja Daerah; 

27 Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan 
- 	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang 

PclaksanaanAngtzaran Pendapatan dan Belanja Daerah: 

28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor S Tahun 1997 tentang Tuntutan 
Pcrbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah: 

2 	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang 
Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit 
Anggaran.. 

() KepUtusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah 
Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

31 Keputuan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang 
Penggunaan Sistim Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Dacrah serta Petunjuk Teknis !'ata tisaha Kenangan Dacrah: 
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32. Keputusan Menteri Dalam Negeri No-.-nor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk 
dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah; 

Keputusan Menteri Dalam . Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 
I ahun 2001 tentang Pedoman Pengclolaan Barang Daerah: 

14 	Keputusan Mcntcri i)alam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang 
Pedman Penvusunan. Pcrtanggungjawahan dan Pengawasan Keuangan 
1)arah Serta Tata Cara Penyusuran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
I )icrah. P .Iaksanaan Tata Usaha Keuangan Dacrah dan Penyusunan 
Pcrhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

35 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 32 Tahun 2002 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggarán 2003; 

[)cngan persetujuan bersama 

[)FWAN PFRWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO 

dan 

WA1IKOTA MOJOKERTO 

MEMUTUSKAN 

Menctapkan : 	PERATURAN DAERAII KOTA MOJOKERTO TENTANG 
PERUBAI IAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
1)AERAII TAIIUN ANGGARAN 2003 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggacan 2003 setelah 
perubahan , sejumlah Rp 157.646.316.400,00 terdiri dan: 

a PENDAPATAN : 	 Rp 157.646.316.400,00 
h I3NLANJA 

I Rutn. 	Rp 110.557.831.400,00 
2. Pembangunan, 	Rp 47.088.485.000,00 

Rp 157.646.316.400,00 
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Pasal 2 

I3agian tirusan Kas dan Perhitungan, tcrdiri dan 

• a I'cncrimaan 	: Rp 8.980.730.00,00 
h PcneItiaran 	Rp 8.980.730.$0000 

Pasal 3 

I Rtngkasan Peruhahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
schagaimana dirnaksud dalam Pasal I benikut perubahannva. 

• 	schagaimana tercanturn dalarn Lampiran I Peraturan Daerah ini 

2 Pergeseran Pasal-pasal anggaran yang diperkenankan sesua.i dengan 
peraturan yang hcnlaku, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 
Peraturan Dacrah mi: 

Rincian lchih lanjut ayat I Pasal mi, sehagaimana tercantum dalam 
1;ampiraniarnpiran Pcraturan Dacrah mi 

• a I.arnpiran III : Pendapatan 
h Lampiran IV : I3eIanIa Rutin 
c Lampiran V : Uclanja Pembangunan 

Pasal 4 

Rtnian Ragian Urusan Kas dan Perhitungan sebagaimana dimaksud 
daIarn' Pasal 2, sehagaimana tercantum dalam Lanipiran VI dan VII 
I'eraturan I)aerah mi. 

Pasal 5 

Lampiran-lampiran schagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasai 4 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan oarl Peraturan Daerah mi. 



Pasal 6 

Peraturan Dacrah mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar sctiap orang mengetahuinya, rnemcrintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah mi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kota Mojokerto. 

Ditetapkan di Mojokerto 

Path tanggal 	26 Agustus 2003 

WAL1KOTA MOJOKERTO 

Cap ttd. 

TEGOEH SOEJONO, S.H 

Diundangkan di Mojokcrto 

Path taxiggal 	26 Agustus 	2003 

SEKRETARIS DAERAII KOTA MOJOKERTO 

Cap. Ttd 

IrBACHTIAR SUKO KARJADJI 

Pembina Utama Muda 

NIP. 010 178 003 

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHtJN 2003 NOMOR 2/A 


